BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ /%7 /K/411.012/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/128/K/411.012/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT DARURATCORONA VIRUS DISEASE 2019

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu
mengubah yang kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/128/K/411.012/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di
Kabupaten Nganjuk;

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular;

. Undang-UndangNomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja; i
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan |
Kesehatan;
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10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyclenggaraan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020;

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan

Tertentul Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona
di Indonesia;

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona
di Indonesia,;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel
Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat
Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun
2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan
Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
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21, Peraturan  Daerah Provinal Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2010 tentanyg  Ponyelonggaranan  Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat, scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsl Jawa Timur Nomor 2
Tahun 2020,

22, Peraturan Qubernue Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Penerapan  Protokol  Kesehatan  Dalam  Pencegahan  dan
Pengendalinn Corona Virus Disease 2019;

Memperhatikan @ 1, Inatruksi Menterl Dalam Negerl Nomor 15 Tahun 2021 tentang

Menetapkan

KESATU

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

2. Inatruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2021 tentang  Pemberlnkuan  Pembatasan — Kegiatan
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah
Jawa dan Bali;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah
Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/128/K/411.012/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN NGANJUK.

Mengubah yang Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/128/K/411.012/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Nganjuk pada diktum KEDUA huruf ¢ angka 1) dan
angka 3) serta huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
1) esensial seperti :

a. keuangan dan perbankan hanya meliputi
asuransi , bank, pengadaian, dana pension
dan Lembaga pembiayaan (yang berorientasi
pada pelayanan fisik dengan pelanggan
(customer));

b. pasar modal (yang berorientasi pada
pelayanan fisik dengan pelanggan (customer)
dan berjunlannya operasional pasar modal
secara baik);
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teknologi informasi dan komunikasi meliputi
operator selular, data center, internet, pos,
media terkait dengan penyebaran informasi
kepada masyarakat;

perhotelan non penanganan karantina; dan

industry orientasi ekspor dimana pihak
perusahaan harus menunjukkan bukti
contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan
terakhir atau dokumen lain yang
menunjukkan rencana ekspor dan wajib
memiliki Izin Operasional dan Mobilitas
Kegiatan Insudtri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

1.

untuk huruf a dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen
staf unyuk lokasi yang berkaitan dengan
pelayanan kepada masyarakat, serta 25 %
(dua puluh lima) persen untuk pelayanan
administrasi perkantoran guna mendukung
operasinal;

untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat
beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%
(lima puluh) persen staf; dan

untuk huruf e dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen
staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta
10 % (sepuluh) persen untuk pelayanan
administrasi perkantoran guna mendukung
operasinal,

3) kritikal seperti :

a.

o po o

kesehatan;

keamanan dan ketertiban masyarakat;
penanganan bencana;

energi;

logistik, transportasi dan distribusi

terutama untuk  kebutuhan  pokok
masyarakat;

makanan dan minuman serta
penunjangnya, termasuk untuk
ternak/hewan peliharaan;

pupuk dan petrokimia;
semen dan bahan bangunan;

obyek vital nasional;
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KEDUA

k.

proyck strategis nasional;
konstruksi (infrastruktur publik);

utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan
sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

1.

untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi
100% (serratus)) persen stal tanpa ada
pengecualian; dan

untuk huruf ¢ sampai dengan huruf 1dapat
beroperasi 100% maksimal staf, hanya pada
fasilitas produksi / konstruksi/ pelayanan
kepada masyarakat dan untuk pelayanan
administrasi perkantoran guna mendukung
operasinal, diberlakukan maksimal 25%
(dua puluh lima) persen staf.

f. pelaksanaan kegiatan konstruksi  untuk
infrastruktur publik ( tempat konstruksi dan
lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen
dengan menerapkan protokol kesehatan secara
lebih ketat.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 0%- 07-.2021
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